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ABSTRAK 
 
            Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini bersifat lebih tegas 
dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak terdapat tawar menawar harga, 
artinya mau tidak mau, warga pemilik tanah harus menyetujui penetapan ganti 
kerugian yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga apabila terdapat pemilik tanah 
yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan akan dilanjutkan pada tahap 
konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.  
            Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran Kantor Badan 
Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten 
Tegal, (2) kendala-kendala peran Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal dalam 
rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal.  
            Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan.  
           Hasil penelitian, (1) Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka 
pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal antara lain sebagai (a) instansi yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengadaan tanah. (b) panitia pengadaan 
tanah atau yang biasa disingkat PPT, (c) satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah.  
(2) Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  jalan 
tol di Kabupaten Tegal antara lain dari aspek (a) dari masyarakat, (b) anggaran, (c) 
penegakan hukum dan (d) sarana-prasaran. Masyarakat selalu menuntut ganti rugi 
yang lebih tinggi, anggaran pengganti untuk masyarakat yang terkena ruas jalan tol 
terkesan lambat dengan persyaratan yang rumit. (3) Upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol (a) 
adanya peran aktif dari instansi melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik hak 
atas tanah mengenai harga ganti rugi (b) Panitia pengadaan tanah mengupayakan 
dengan melakukan mediasi atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik atau 
pemegang hak atas tanah. 
 
 
Kata kunci : pengadaan tanah, jalan tol 
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ABSTRACT 
         The prevailing laws and regulations at this time are more assertive and pushy. It 
aims to accelerate the land procurement process for development for the public 
interest. There is no bargain price, meaning inevitably, residents of landowners must 
approve the determination of damages given by the government. So if there are 
landowners who do not agree with the stipulated price will be continued at the stage 
of consignment or indemnity care to the District Court.   
          This research aims to describe (1) the role of the Office of the Land Agency of 
Tegal District in the framework of the construction of toll road in Tegal District, (2) 
Constraints on the role of the Office of the Land Agency of Tegal District in the 
framework of the construction of toll road in Tegal district.  
           This type of research is a library research of data or materials needed to 
complete the research derived from the literature of both journal books, literature, 
books, research reports, and others related to the problem. Data collection is obtained 
from secondary legal material, a normative approach (legal research). A normative 
juridical approach is the approach done in the form of finding the truth by looking at 
the principles in good terms of the legislation.   
           Research results, (1) The role of the Land Office of Tegal District in the 
framework of the construction of toll road in Tegal district among others as (a) 
institutions directly related to the implementation of land procurement. (b) Land 
Procurement Committee or commonly abbreviated PPT, (c) The Task Force of land 
Procurement implementation.  (2) The constraints of Tegal Regency Office in the 
framework of the construction of toll road in Tegal district among others from the 
aspect of (a) of the community, (b) The budget, (c) Law enforcement and (d) 
infrastructure. The community always demands a higher compensation, the 
replacement budget for the people affected by the toll road sections impressed slowly 
with the complicated requirements. (3) Efforts that can be done to overcome the 
constraints on the implementation of land procurement for toll Road (a) the existence 
of active role of the Ministry to conduct deliberation with the owner of land rights on 
the price of damages (b) Land Procurement Committee seeks by conducting 
mediation or persuasive approach to the owner or rights holder on land.  
Keywords: land procurement, toll road 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
          Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta tanah juga merupakan 
faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan 
kehidupannya pada tanah yang berarti tanah tersebut merupakan kebutuhan pokok 
bagi manusia, di samping kebutuhan pokok tanah memiliki hubungan yang 
bersifat abadi dengan Negara dan rakyat. Tanah yang merupakan kebutuhan 
pokok bagi manusia akan berhadapan dengan masalah setidaknya mengenai (1) 
keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan 
kebutuhan yang harus terpenuhi, dan (2) pergeseran pada hubungan anatra pemilik 
tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan sosial umumnya.   
        Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan 
konstitusional untuk memperoleh tanah dari pemilik tanah. Berdasarkan hak 
menguasai negara (HMN) merujuk pada Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 pemerintah dapat mengambilalih atau memperoleh atau 
melakukan pengadaan tanah.
1
  
       Pengadaan tanah berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 
bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat 
dengan tetap menjamin kepentingan hukum. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) 
jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk 
kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan 
                                                          
1
 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 
Yogjakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, hlm.1 
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swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan 
sosial.   
       Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu, pengadaan 
tanah dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang 
disepakati. Pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat 
memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan 
hak atas tanahnya untuk kepentingan umum. Secara normatif, pengadaan tanah 
berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan 
ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  
         Pengadaan tanah bagi pembangunan, dalam praktik atau pelaksanaannya 
merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesian Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa, 
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
         Pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus ditempatkan secara 
seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum dan kepentingan 
pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan 
untuk kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai kebutuhan dasar manusia 
merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya maka pengadaan tanah 
harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan 
kehendak satu pihak terhadap pihak lain.  
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         Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya 
untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan 
sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling 
tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh pihak lain, 
oleh karena itu, pengadaaan tanah harus dilakukan sesuai asas-asas berikut : 
1. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan 
berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang 
hak atas tanah. 
2. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif 
bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak dan 
masyarakat luas. 
3. Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti 
kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara 
dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor 
fisik maupun non fisik.          
         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, 
pada Pasal 1 huruf F, bahwa dijelaskan mengenai jalan umum yakni  “adalah jalan 
yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Salah satunya adalah jalan umum tol, 
dimana dengan dibangunnya jalan tol, maka masyarakat lebih leluasa untuk 
mengatur waktu dalam berkendara khususnya roda empat atau lebih. Untuk itu 
perlu adanya lahan yang harus digunakan dalam pembangunan jalan tol. Namun 
dalam memperoleh lahan yang akan dibangun jalan tol ada kendala yang 
menghambat. Kendala yang sering terjadi adalah pelaksanaan ganti rugi lahan 
masyarakat yang tergusur. Selain itu tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
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tetapi diperuntukkan untuk masyarakat setempat yang digunakan sebagai tempat 
pemakaman. 
         Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini bersifat lebih 
tegas dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak terdapat tawar menawar 
harga, artinya mau tidak mau, warga pemilik tanah harus menyetujui penetapan 
ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga apabila terdapat pemilik 
tanah yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan akan dilanjutkan pada 
tahap konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.  
         Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesian Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum., memberikan pengertian sebagai penggantian yang layak dan adil kepada 
pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Bentuk ganti rugi bisa berupa 
uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain 
yang disetujui oleh kedua belah pihak. Contohnya ganti rugi pengadaan jalan tol 
Brebes–Pemalang, khususnya di wilayah kecamatan Adiwerna, dimana banyak 
warga desa yang terkena pembangunan jalan tol.  
         Ketidaklayakan ganti rugi merupakan wujud dari ketidakadilan dalam 
pengadaan tanah untuk pembangunan. Melihat perbedaan ini maka harga transaksi 
dalam rangka Ganti rugi melibatkan hubungan antara negara dengan warga 
negara, keadilan sosial mengandung pemahaman bahwa warga negara mempunyai 
kewajiban untuk memberikan sumbangan pemikiran demi terwujudnya 
kesejahteraan umum, dan bahwa negara berkewajiban untuk membagi 
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kesejahteraan kepada para warganegaranya sesuai dengan jasa atau kemampuan 
dan kebutuhan masing-masing (secara proposional).  
         Berdasarkan uraian di atas, mendasari penulis untuk menetapkan tema 
“Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam Rangka Pembangunan  Jalan 
Tol di Kabupaten Tegal”, sebagai judul penelitian ini. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka 
pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal? 
2. Apasajakah kendala-kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam 
rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal?  
C. Tujuan Penelitian 
     Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam 
rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala peran Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal dalam rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal. 
D.  Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
Secara teorotis, penilitian ini diharapkan dapat  mengembangkan ilmu 
hukum perdata, khususnya mengenai  peran Kantor Badan Pertanahan 
Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  jalan tol. 
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2.  Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat 
dalam memahami pembangunan jalan tolo untuk kepentingan umum.  
E. Tinjauan Pustaka 
         Setelah mengidentifikasi tema tentang pelaksanaan ganti rugi tanah untuk 
kepentingan umum pembangunan  jalan Tol yang perlu diteliti, sudah barang tentu 
akan dirujuk beberapa penelitian yang relevan dengan topik atau tema tersebut. 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada 
pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  yang 
akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
2
 Berikut 3 judul penelitian 
terdahulu yang relevan.  
1. Penelitian oleh Raynolds A. Mukau3 yang meneliti tentang “Mekanisme 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  Sesuai 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  (Studi Kasus Jalan Tol Manado 
Bitung) Lex Administratum, Vol. V/No. 7/Sep/2017”, Hasilnya penelitiannya,  
mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
telah dilakukan reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012. Maksud reformasi tersebut agar tercapai keadilan bagi 
masyarakat pemilik tanah dengan menempatkan Tim Independen (apraisal) 
dalam menilai ganti kerugian yang layak. Pada kenyataannya walaupun telah 
dilakukan reformasi masih terjadi gugatan masyarakat terkait besarnya ganti 
                                                          
          
2
 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 
Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016. Hlm.36 
          
3
 Raynolds A. Mukau, “Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum  Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung) Lex 
Administratum, Vol. V/No. 7/Sep/2017 
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rugi seperti yang terjadi dalam Ganti Rugi Pembuatan Jalan Tol Manado 
Bitung. Hal ini disebabkan karena ada mekanisme musyawarah yang dianggap 
masyarakat masih ditutupi oleh tim Appraisal tidak membuka hasil 
penilaiannya kepada masyarakat terutama pada point Penilaian Ganti Rugi 
dimana variabel-variabel yang dinilai tidak disampaikan kepada masyarakat 
bahkan tidak ada musyawarah terhadap besaran ganti rugi belum terwujud 
karena besaran ganti rugi masih mendapat penolakan dari masyarakat yang 
nampak dalam gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. (contohnya kami 
lampirkan dalam lampiran tesis ini). Dengan munculnya gugatan ganti 
kerugian menunjukkan bahwa masih ada rasa ketidak adilan yang dirasakan 
oleh masyarakat terkait besaran jumlah ganti kerugian karena yang 
dimusyawarahkan sebenarnya hanyalah bentuk ganti kerugian. Musyawarah 
yang bersifat tertutup ini merupakan bentuk ketidak adilan dan adanya itikad 
yang tidak baik dari pemerintah sehingga masyarakat melakukan gugatan ke 
Pengadilan. Hal ini menggambarkan walaupun sudah dilakukan reformasi 
pembaharuan Undang- Undang Pengadaan Tanah tetapi dalam prakteknya 
masih terjadi penolakan dari masyarakat.   
2. Dheniswara Bryan Priyambada4, yang meneliti tentang  Tinjauan Yuridis 
Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Jalan Tol Solo-Kertosono di 
Wilayah Sawahan Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perkembangan pembangunan jalan tembus Solo-Kertosono dan 
pelaksanaan ganti rugi dari pemerintah kepada penduduk setempat yang 
terkena pembangunan jalan tembus Solo-Kertosono di wilayah Sawahan 
                                                          
           4 Dheniswara Bryan Priyambada, Tinjauan Yuridis Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi 
Pengadaan Jalan Tol Solo-Kertosono di Wilayah Sawahan Kabupaten Boyolali. Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016 
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Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat fenomologi transendental, 
karena berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan 
prasangka. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data 
sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yakni observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan jalan tembus Solo-
Kertosono berdasar pada perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan 
pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi, pelepasan hak, pengurusan hak 
atas tanah, pelaksanaan pembangunan fisik, dan hasil appraisal berjalan sesuai 
yang diharapkan. Adapun pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum antara lain apabila terjadi 
sengketa dengan cara mengadakan mediasi dan apabila para pihak tidak setuju 
atas mediasi maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. 
3. Penelitian  dilakukan oleh Roy Frike Lasut5  tentang Pelaksanaan Bentuk Ganti 
Rugi Atas Tanah Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum. Hasil 
penelitiannya adalah pertama, pelaksanaan bentuk ganti rugi menurut UU No. 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang 
layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 
                                                          
5
 Roy Frike Lasut  tentang Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan 
Umum. Jurnal. Lex et Sociatatis.Vol.1/No.4/Agustus 2013. 
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Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, 
meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda 
yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan 
penilaian besarnya Ganti Kerugian pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan 
dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan 
saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.   
         Kedua, mekanisme penyelesaian hukum masalah Ganti Rugi bila terjadi 
penolakan atas ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan 
kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja 
setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan 
Negeri berhak memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu 
paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang 
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat 
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan selanjutnya Mahkamah 
Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak 
permohonan kasasi diterima. 
 
E. Metode Penelitian 
        Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
6
 Dalam kontek penelitian ini, maka 
metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang 
                                                          
             
6
 Soekanto, Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2014.hlm.42 
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berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya, yakni mengenai pelaksanaan 
ganti rugi tanah untuk kepentingan umum pembangunan  jalan Tol. Beberapa hal 
yang perlu dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, jenis data penelitian,  
pengumpulan data, analisis data dan sebagainya  diuraikan sebagai berikut. 
 
1. Jenis Penelitian 
      Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
hal ini mengingat data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
dalam rangka pembangunan  jalan tol di Kabupaten Tegal. 
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.
7
 Dalam penelitian ini pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif yakni pendekatan yang 
dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan 
baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang 
berkaitan dengan permasalahan. Gambaran dan pemahaman yang jelas dan 
benar mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka 
pembangunan  jalan tol. 
                                                          
           
7
 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
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3. Data yang Digunakan 
         Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library 
research), berdasarkan data sekunder
8
. Data dalam penelitian hukum, pada 
dasarnya dapat dibedakan antara data sekunder yang bersifat pribadi dengan 
data sekunder yang bersifat publik. Secara sistematis visual tipe-tipe data 
sekunder adalah sebagai berikut:
9
  
   Dokumen Pribadi 
 Bersifat Pribadi   
   Data Pribadi yang disimpan di 
lembaga mana seseorang bekerja 
atau pernah bekerja 
Data Sekunder    
   Data Arsip 
 Bersifat Umum  Data Resmi Instansi Pemerintah 
   Data lain, misalnya yurispru-
densi Mahkamah Agung 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri 
umum yakni : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready 
made) 
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh para peneliti 
terdahulu 
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat.
10
  
Data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
                                                          
           
8
 J. Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. PT.Rineka Cipta. Jakarta. 2003. Hlm.2  
           
9
 Soekanto, Soejono dan  Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta, Rajawali Press, 2015, hlm.25 
            
10
  Soekanto, Soejono dan  Sri Mamudji,  Op. cit. hlm.24 
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
3) Hukum Acara Perdata Indonesia 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
5) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 
6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2012 
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 
8) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
9) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, 
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni 
peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  
jalan tol di Kabupaten Tegal. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 
kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan. 
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Kejelasan penyelesaian masalah yang dimaksudkan adalah peran Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  jalan tol. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
11
        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan 
angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut.  
         Bab I Pendahuluan, yang meliputi tentang (a) latar belakang, (b) rumusan 
masalah,   (c) tujuan   penelitian,   (d) manfaat   penelitian,   (e) tinjauan pustaka, 
(f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan.  
         Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang (a) tinjauan umum peran BPN, (b) 
ganti rugi pembebasan tanah, dan (c) pembangunan  jalan Tol.  
          Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai (a) peran 
BPN dalam rangka pembangunan jalan Tol, (b) kendala-kendala   dan   solusi   
terhadap   pembangunan jalan Tol, dan (c) pembahasan. 
         Bab IV Penutup terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran 
                                                          
11
 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan tentang Hak Atas Tanah  
1.  Hak Atas Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria   
         Hak Menguasai Negara merupakan hak penguasaan atas tanah yang  
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi  pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.  “Sesuatu” yang 
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan 
itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara  hak-hak 
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.
12
   Dengan adanya 
Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan  dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa :  “atas dasar ketentuan 
Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.  atas 
dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak  atas 
tanah  yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan  dan 
badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.   
          Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang 
menyatakan  bahwa : “atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
                                                          
12
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Jakarta : Djambatan, 2003, hlm. 24 
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orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orangorang lain serta 
badan-badan hukum”.   
          Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak-hak atas 
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: Hak Milik; 
Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka 
Tanah; Hak Memungut Hasil Hutan; Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 
hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta 
hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA. 
2.  Pengertian Pengadaan Tanah  
        Tanah dan Pembangunan adalah dua unsur yang satu dengan  lainnya 
berkaitan, dengan perkataan lain, tidak ada pembangunan tanpa  tanah.
13
 Yang 
dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah mengadakan atau menyediakan 
tanah oleh pihak tertentu  baik dari pemerintah maupun pihak swasta.  
Pengertian Pengadaan Tanah menurut Salindeho, yang dimaksud  pengadaan 
tanah adalah Penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan  untuk 
menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau  keperluan 
pemerintah, dalam rangka pembangunan proyek atau  pembangunan sesuatu 
sesuai program pemerintah yang telah ditetapkan
14
  
          Pengadaan tanah sebagai suatu  perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mendapatkan  tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara 
memberikan ganti kerugian  kepada si empunya (baik perorangan atau badan 
hukum) tanah menurut  tata cara dan besaran nominal tertentu.
15
 Selain 
menurut pendapat para ahli tersebut, terdapat berbagai  macam pengertian 
                                                          
13
 B.F. Sihombing, 2004: 46 
14
 Salindeho, 1993: 31 
15
 Imam Koeswahyono, 2008: 1 
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pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan  perundang-undanagan.  
           Perubahan peraturan akan diikuti pula dengan  perubahan pengertian 
dari lembaga pengadaan tanah itu sendiri. Istilah  pengadaan tanah 
dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor 55 
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan  Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1  ayat (1) pengadaan tanah 
didefinisikan sebagai berikut:   “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak 
atas tanah tersebut”.   
         Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1  ayat 
(3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan  Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Pengadaan tanah 
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 
rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas 
tanah”.   
         Pengertian pengadaan tanah ini dikritisi oleh publik karena telah  
mencampuradukkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak.  
Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam Peraturan  Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dalam ketentuan  Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:  
“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.   
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         Kemudian pengertian pengadaan tanah diubah lagi dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan peraturan pelaksananya  Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dalam ketentuan Pasal 1 ayat  (2) sebagai 
berikut:  “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.   
          Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  
pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian  kepada 
yang berhak atas tanah yang layak dan adil kepada para pihak  yang berhak 
atau juga dengan mekanisme pencabutan hak atas tanah.  Secara umum dikenal 
ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama  pengadaan tanah untuk 
kepentingan pemerintah yang terdiri dari  kepentingan umum, sedangkan yang 
kedua pengadaan tanah untuk  kepentingan swasta yang meliputi kepentingan 
komersial dan bukan  komersial atau bukan sosial.
16
  
3. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum  
          Definisi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum  secara 
jelas dan baku diketahui setelah dikeluarkannya Keppres  Nomor 55 Tahun 
1993, sebelumnya tidak ada definisi secara jelas dan  baku mengenai 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.   
           Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang  
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat, selanjutnya dalam Pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 
dinyatakan bahwa Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum dibatasi untuk 
kegiatan pembangunan yang dilakukan  Pemerintah dan selanjutnya dimiliki 
oleh Pemerintah. Dengan demikian pembangunan untuk kepentingan umum 
                                                          
16
 Olomon Sitorus dan Dayat Limbong, op cit. hlm.5 
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tidak ditujukan untuk mencari untung.
17
  
            Hal tersebut  selaras dengan pendapat Soemardjono yaitu kepentingan 
umum mengandung tiga unsur esensial: dilakukan oleh pemerintah, dimiliki 
oleh pemerintah, dan non profit.
18
  Menurut Sumardjono, kepentingan umum 
dapat dijabarkan  melalui dua cara. Pertama, berupa pedoman umum yang 
menyebutkan bahwa pengadaan tanah dilakukan berdasarkan alasan 
kepentingan umum melalui berbagai  istilah. Karena berupa  pedoman, hal ini 
dapat mendorong eksekutif secara bebas menyatakan suatu proyek memenuhi 
syarat kepentingan umum.  Kedua, penjabaran kepentingan umum dalam daftar 
kegiatan. Dalam praktik kedua cara itu sering ditempuh secara bersamaan.
19
   
          Menurut Oloan Sitorus, kepentingan umum itu sendiri adalah  kebutuhan, 
keperluan, dan kepentingan orang banyak atau tujuan  yang luas, namun 
menurut Oloan Sitorus sendiri bahwa pengertian  tersebut masih terlalu umum 
dan tidak ada batasnya.
20
 Sedangkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005, 
menjelaskan yang  dimaksud dengan kepentingan umum adalah Kepentingan 
sebagian  besar masyarakat. Kata sebagian besar ini mempunyai arti tidak  
semua masyarakat, akan tetapi dalam kata demi kepentingan sebagian  besar 
masyarakat, bisa dianggap untuk semua masyarakat, walaupun  dari sebagian 
besar itu pasti ada sebagian kecil masyarakat yang tidak  bisa menikmati hasil 
atau manfaat dari fasilitas pembangunan  kepentingan umum itu sendiri atau 
dengan kata lain, kepentingan  umum kepentingan yang menyangkut 
kepentingan negara, bangsa,  dan sebagian besar masyarakat.  Kepentingan 
                                                          
17
 Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan, Jakarta: Sinar 
Harapan.1996, hlm.291 
18
 Maria Soemardjono, Penyelesaian sengketa Pertanahan Melalui Mediasi. Yogjakarta: Andi 
Offset 2005, hlm.78 
19
 Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas 
Cetakan, 2009. hlm. 107 
20
 Oloan Sitorus, op cit hlm. 6 
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umum adalah suatu kepentingan yang  menyangkut semua lapisan masyarakat 
tanpa pandang gologan, suku, agama, ras, status sosial dan sebagainya. Berarti 
apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang 
banyak bahkan termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata 
lain hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang yang  meninggalpun 
masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya.   
         Menurut Adrian Sutedi, ada tiga prinsip yang dapat dikatakan  bahwa 
suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu:  
a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah  
      Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan  kepentingan umum 
tidak dimiliki oleh perorangan atau  swasta. Dengan kata lain, swasta dan 
perorangan tidak  dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum  
yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun  negara.  
b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah  
        Kalimat ini memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan  dan 
pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum  hanya dapat 
diperankan oleh pemerintah.  
c. Tidak mencari keuntungan  
         Membatasi fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum  sehingga 
benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta  yang bertujuan mencari 
keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan 
umum sama sekali tidak  boleh mencari keuntungan.
21
   
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  kepentingan umum 
adalah kepentingan yang diperlukan oleh  masyarakat umum dan harus 
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dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara langsung maupun tidak 
langsung. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilik  lahan 
memang seharusnya merelakan tanahnya dijadikan untuk  kepentingan umum 
sebagaimana tertera di Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun  1960 yang menyatakan 
bahwa “semua hak atas tanah mempunyai  fungsi sosial” artinya kegunaan dari 
tanah itu lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan 
individu atau golongan.  Kendala yang terjadi dalam melaksanakan fungsi 
social adalah  awamnya masyarakat terhadap arti dan fungsi social tanah, dan 
akibat  dari awamnya masyarakat itu dianggapnya kepemilikan dari tanah di  
Indonesia dianggap sistem kepemilikan mutlak, artinya hak  kepemilikan tanah 
tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh Negara. Namun dari 
pasal tersebut tertera secara jelas bahwa  pemilik lahan juga harus sadar bahwa 
tanah yang dimiliki atau hak  yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial yang 
diperuntukkan untuk orang banyak.  
       Dalam Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
disebutkan bahwa  Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan  
Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi:  
a. Pertahanan dan keamanan nasional;  
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta  api, dan 
fasilitas operasi kereta api;  
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran  
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;  
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;  
e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;  
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga  listrik;  
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g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;  
h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;  
i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  
j. Fasilitas keselamatan umum;  
k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;  
l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;  
m. Cagar alam dan cagar budaya.  
4. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta  
         Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sebenarnya dibagi  menjadi 2 
(dua) macam yakni pengadaan tanah untuk kepentingan  swasta murni dan 
kepentingan swasta yang terdapat kepentingan umum didalamnya. Kepentingan 
swasta murni adalah kepentingan yang diperuntukkan memperoleh keuntungan 
semata, sehingga  peruntukan dan kemanfaatannya hanya dapat diperoleh oleh 
pihak pihak yang berkepentingan saja bukan masyarakat luas. Sebagai  contoh 
untuk perumahan, industri, pariwisata, dan peruntukan lainnya yang bertujuan 
untuk memperoleh keuntungan pihak tertentu. Jadi tidak semua orang bisa 
memperoleh manfaat dari pembangunan  tersebut, melainkan hanya orang-
orang yang berkepentingan saja.  Sedangkan kepentingan swasta yang terdapat 
kepentingan  umum adalah kepentingan yang diperuntukkan untuk memperoleh 
keuntungan untuk pihak-pihak tertentu didalamnya serta terdapat pula 
kepentingan yang diperuntukkan untuk orang banyak, seperti contohnya 
pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan,  pembangunan Bandar 
udara, pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya.   
          Didasarkan dari pengertian diatas maka pengadaan tanah untuk  
kepentingan swasta berbeda dengan pengadaan tanah untuk  kepentingan 
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umum, baik secara peruntukan dan kemanfaatan maupun tata cara perolehan 
tanahnya.  Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan swasta murni  dalam 
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 terdapat 2 (dua) cara pembebasan tanah 
untuk keperluan swasta yaitu secara langsung dan  melalui Panitia Pembebasan 
Tanah. Namun sejak berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, hanya ada 
satu cara yang dapat dilakukan  oleh swasta, yaitu dilakukan secara langsung 
atas dasar musyawarah dalam hal memberikan ganti kerugian, dimana bantuan 
dari Pemerintah hanya berupa pengawasan dan pengendalian,  sebagaimana 
telah diberikan petunjuknya dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan 
Nasional tanggal 6 Desember 1990 No.580.2D.III
22
   
          Pengadaan tanah oleh pihak swasta murni harus berdasarkan  
kesepakatan dan bersifat sukarela antara kedua belah pihak dan tidak  ada yang 
boleh merasa terpaksa dalam menjual lahan atau tanah miliknya. Pihak swasta 
juga tidak bisa menentukan harga seperti yang dilakukan oleh tim penilai tanah 
pemerintah, dan pemilik lahan bebas untuk tidak menjual tanahnya dengan 
alasan apapun. Tentunya sangat berbeda dengan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang dimana pemilik lahan sedikit dipaksa dan harus 
menjual lahannya dengan dalih untuk kepentingan umum.  
5. Regulasi Pengadaan Tanah di Indonesia  
        Kebijakan pengaturan mengenai pengadaan tanah di Indonesia  telah 
mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang Undang Pokok 
Agraria Nomor 5 tahun 1960. Diawali dengan diundangkannya Undang 
Undang Nomor 20 tahun 1961 yang  mengatur tentang pencabutan hak-hak atas 
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Undang Undang Nomor 20 tahun 
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1961 ini merupakan instruksi Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 
5 tahun 1960 untuk segera menerbitkan undang-undang tentang pencabutan hak 
atas tanah. Penggunaan Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 dilakukan jika 
tanah yang bersangkutan diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan 
umum, dan tidak dimungkinkan menggunakan tanah yang lain, sedangkan 
musyawarah yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dapat 
dilaksanakan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan 
persetujuan pemegang haknya.  Dalam praktek, penggunaan Undang Undang 
Nomor 20 tahun 1961 jarang sekali dilaksanakan disebabkan lamanya proses 
untuk mendapatkan tanah tersebut dan untuk menghindari tindakan-tindakan 
yang bersifat memaksa.
23
  
          Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan  menggunakan Undang 
Undang Nomor 20 tahun 1961 tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu  melalui 
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tangal 6 Januari 1970  atas daerah di 
Kecamatan Taman Sari atau disebut juga komplek Yen Pin.
24
 Selanjutnya, pada 
tahun 1975 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 
Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan 
Tanah (untuk selanjutnya disebut “PMDN 15/1975). Keberadaan PMDN 
15/1975 ini sejak semula sudah  diperdebatkan keabsahannya karena secara 
yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial untuk dipaksakan 
kepada warga  masyarakat, akibatnya pembebasan tanah yang dilakukan 
dengan cara  penggusuran-penggusuran adalah batal demi hukum dan pihak 
warga  masyarakat yang terkena pembebasan dapat menuntut ganti kerugian  
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melalui Pengadilan perdata.  Sehingga, akhirnya pada tanggal 17 Juni 1993 
ditetapkan  berlakunya Keppres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan  pertumbuhan 
pembangunan yang semakin meningkat, Keppres No. 55/1993 ternyata sudah 
tidak dapat lagi dipakai sebagai aturan hukum yang memadai untuk 
mengakomodir dengan baik pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 
saat itu, akhirnya Presiden menerbitkan Perpres No. 36/2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum.
25
  
          Diterbitkannya Perpres Nomor 71/2012 ini kemudian ternyata  
memunculkan beragam kontroversi dan reaksi dari berbagai kalangan, 
disebabkan bermacam kelemahan yang ada di dalamnya, diantaranya  makna 
kepentingan umum yang diartikan terlalu umum sehingga dapat  melahirkan 
multi tafsir, bidang kegiatan yang bersifat kepentingan umum  juga terlalu luas, 
dan lain sebagainya. Menanggapi kontroversi dan  berbagai kritikan, akhirnya 
beberapa pasal dari Perpres Nomor 71/2012  tersebut dirubah dengan 
diterbitkannya Perpres Nomor 30/2015 yang mulai  berlaku pada tanggal 17 
Maret 2015.   
           Dalam praktiknya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  
kepentingan umum banyak menimbulkan gejolak, dimana adanya  pemaksaan 
dari para pihak baik pemerintah yang menetapkan harga sepihak maupun 
pemilik tanah yang menuntut harga tidak wajar,  sementara perangkat hukum 
yang ada belum mampu mengakomodir dua  kepentingan yang berbeda 
tersebut, sehingga dibutuhkan adanya perangkat hukum yang setingkat undang-
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undang guna menjadi payung hukum yang kuat, oleh sebab itu setelah 
melewati perjalanan waktu yang cukup panjang, lahirlah Undang Undang 
Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada tanggal 14 
Januari 2012.  Aturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 ini 
tertuang dalam  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 
yang kemudian mengalami perubahan, yakni Peraturan Presiden Nomor 30 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut “Perpres No. 30/2015”), 
serta untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015  tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (untuk selanjutnya disebut “Perkaban 5/2015”).     
          Dalam rangka penyelesaian pengadaan tanah untuk mempercepat  
pembangunan kepentingan umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  pada 
tanggal 15 September 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 
99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 99 Tahun 2014 tersebut diantaranya 
mengatur bahwa proses pengadaan tanah yang belum selesai sampai dengan 
akhir 2014, namun telah mencapai 75% dari total luas kebutuhan tanah dapat 
tetap dilanjutkan proses pengadaan tanahnya sampai dengan tanggal 31 
Desember 2015, berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Perpres Nomor 71 
Tahun 2012 yaitu Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo. Perpres  No. 65 
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Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. 
Namun dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 
123 A ayat (4) Perpres No. 99 Tahun 2014, masih terdapat sisa tanah yang 
belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pengadaannya 
diselesaikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.  
6. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan  Peraturan 
Perundang-Undangan Sebelumnya.  
          Masa transisi mengacu pada suatu masa yang cenderung pendek,  ketika 
terjadi perubahan dari suatu kondisi ke kondisi berikutnya. Masa  transisi 
adalah ketika terjadi perubahan internal seperti perubahan manajemen, 
pergantian pemimpin atau perubahan eksternal seperti  halnya perubahan 
regulasi, sosial-ekonomi, pengaruh globalitas dan perubahan politik-
pemerintahan. Dalam setiap perubahan seringkali terjadi hal-hal yang di luar 
kebiasaan. Maka esensi dari perubahan tersebut adalah mengubah kebiasaan.  
Transisi mengandung makna sebagai sebuah episode dalam scenario perubahan 
mengindikasikan suatu masa di antara sedikitnya dua keadaan: sesudah 
keputusan perubahan hingga pengaruh perubahan menjadi normal. Dengan 
demikian maka bisa diambil kesimpulan bahwa transisi diawali ketika 
keputusan yang berdampak perubahan dibuat dan  berakhir manakala sasaran 
keputusan sudah tercapai atau setidaknya  suatu kondisi yang terpengaruh oleh 
keputusan yang berdampak perubahan tersebut sudah berada pada posisi yang 
normal. Definisi Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif), 
dengan demikian dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum terhadap pihak yang berhak bisa berdampak positif maupun negatif.   
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       Seperti yang telah dirinci pada sub-bab diatas, bahwa pengaturan  
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mengalami  
beberapa kali perubahan. Bahkan penyebutan istilah “pengadaan tanah”  pun 
adalah istilah yang sudah diperhalus maknanya daripada istilah  pencabutan 
tanah atau pembebasan tanah yang disebutkan dari peraturan peraturan yang 
terdahulu. Walaupun “pencabutan” hak atas tanah itu sendiri masih tetap 
berlaku karena Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 masih tetap berlaku, 
termasuk Perpres No. 36/2005 Jo. Perpres No. 65/2006.  
         Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tidak serta 
merta  menghapuskan peraturan yang sebelumnya sebagaimana ditentukan 
dalam Ketentuan Peralihan Pasal 58 yang menyatakan:  “Pada saat Undang-
undang ini mulai berlaku:  (1) Proses pengadaan tanah yang sedang 
dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan 
ketentuan sebelum berlakunya Undang-undang ini; (2) Sisa tanah yang belum 
selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang ini; dan (3) Peraturan perundang-undangan mengenai 
tata cara pengadaan tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan 
Undangundang ini”   
         Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 71  
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, bahwa batas akhir penyelesaian proses pengadaan 
tanah yang menggunakan aturan lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan 
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Tanah Bagi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah 
sampai tanggal 31 Desember 2014.   
          Pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015:   
(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah 
yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini 
diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini. 
(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen 
perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti 
kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. (3) Proses Pengadaan Tanah 
yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan 
paling lama sampai dengan 31 Desember 2014. (4) Dalam hal proses 
pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai dengan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadaannya diselesaikan 
berdasar tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.   
         Dari rumusan pasal di atas diketahui bahwa dalam masa transisi,  
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 
2006 masih dapat dipergunakan dalam proses pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dan tata cara pengadaan tanah sebelumnya dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentanagan atau belum diganti dengan yang baru. 
Dalam masa transisi tersebut, proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum yang  sudah berjalan terdapat dua pilihan, tetap memakai 
aturan yang lama atau kalau dirasa lebih baik menggunakan Undang Undang  
Nomor 2 tahun 2012, maka dapat menggunakan perundangan tersebut, namun 
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mesti mulai proses dari awal jadi tergantung dari keinginan instansi pemerintah 
yang menggunakan.  
7. Cara Pengadaan Tanah  
      Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa  
cara pengadaan tanah ada 2 (dua) yaitu:   
a. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  umum 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.  
b. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk  kepentingan 
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual 
beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping kedua cara tersebut di atas, 
didalam Peraturan Presiden  Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden  Nomor 30 Tahun 2015 juga menetapkan 
suatu jembatan penghubung sebagai  upaya terakhir dalam pengadaan tanah 
apabila pemegang hak atas tanah  tidak menerima keputusan Panitia 
Pengadaan Tanah pada Pasal 41 ayat  (1) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemilik yang 
keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti 
rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten dapat 
mengajukan keberatan kepada Bupati atau Gubernur atau Menteri Dalam 
Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab 
sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  
hari.  
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 8.  Pengertian dan Fungsi Pelepasan Hak Atas Tanah  
         Pelepasan hak atas tanah adalah suatu penyerahan kembali hak itu  
kepada Negara dengan sukarela.  Perbuatan ini dapat bertujuan agar tanah 
tersebut diberikan kembali kepada suatu pihak tertentu dengan suatu hak tanah 
baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. 
Sedangkan menurut Prof Boedi Harsono, SH, yang dimaksud dengan pelepasan 
hak atas tanah adalah setiap perbuatan yang dimaksud langsung maupun tidak 
langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak atau 
penguasa atas tanahnya dengan cara  memberikan ganti rugi yang berhak atau 
penguasa tanah itu.
26
  
        Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar persetujuan  dari 
pemegang hak baik mengenai teknis pelaksanaannya maupun bentuk atau besar 
ganti rugi kalau si pemegang hak tidak bersedia melepaskan atau menyerahkan 
tanahnya maka pemerintah melalui musyawarah baik dengan instansi terkait 
serta para pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan peleparan jalan 
umum dengan diberikan ganti rugi agar tanahnya dapat digunakan untuk 
proyek tersebut.  Oleh karena itu dalam acara pelepasan hak dapat dilihat dari 
para pemegang hak yaitu melepaskan haknya kepada Negara untuk 
kepentingan umum atau kepentingan bersama diberikan ganti rugi yang layak 
sesuai dengan harga dasar yang ditentukan pada tempat proyek  pembangunan 
tersebut dilaksanakan.   
          Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada  Negara. 
Penyerahan sukarela ini disebut melepaskan hak atas tanah. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 27 Undang Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa:  
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“Hak milik hapus bila:   
a. Tanahnya jatuh kepada Negara:  
1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18  
2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya  
3) Karena ditelantarkan  
4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)  
b. Tanahnya musnah.”  
Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh tanah  
bagi pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun  
untuk kepentingan swasta.  
9.  Pencabutan Hak Atas Tanah  
Boedi Harsono mengemukakan bahwa pencabutan tanah adalah  pencabutan 
hak yang dilakukan jika diperlukan tanah untuk kepentingan  umum, sedang 
musyawarah yang telah diusahakan untuk mencapai  kesepakatan bersama 
mengenai penyerahan tanah dan ganti ruginya tidak membawa hasil yang 
konkrit padahal tidak dapat mendapatkan lahan lain.  Dalam pencabutan hak 
yang punya tanah tidak melakukan suatu pelanggaran atau melalaikan suatu 
kewajiban sehubungan dengan tanah yang dipunyainya, maka pengambilan 
tanah yang bersangkutan wajib disertai ganti kerugian yang layak.
27
  
          Pencabutan hak itu tidak hanya untuk kepentingan dari bangsa dan  
Negara ataupun dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk  
kepentingan swasta ataupun kepentingan dari masyarakat luas yang dapat  
meningkatkan kesejahteraan social rakyatnya, seperti sarana pendidikan,  
Agama, rekreasi atau kemudahan lainnya bagi rakyat asal saja kesemuanya  
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sudah termasuk dalam rencana pembangunan daerah yang bersangkutan.
28
  
         Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya  ini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang merupakan  
pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:  
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
Undang-Undang”.   
         Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria ini 
merupakan jaminan  bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan 
hak atas tanah  dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya 
harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak.  Dalam hal pencabutan ini 
maka berdasarkan kenyataan bahwa Tanah disamping mempunyai nilai 
ekonomis, juga  berfungsi sosial. Karena fungsi sosial inilah yang kadang kala 
kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan, guna kepentingan umum. Ini 
dilakukan dengan pencabutan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang 
tidak berupa uang semata akan tetapi dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas 
lain. Misalnya, dipindahkan ketempat lain yang memang diperuntukkan  bagi 
perumahan dengan mendapat prioritas utama, dan tentunya kalau  penggantian 
ini dengan uang haruslah dengan jumlah yang layak. Harga layak disini 
haruslah harga umum menurut Undang-Undang yang artinya pantas untuk 
kesusilaan umum, karena kalau menurut harga pasaran, ini  kadang-kadang 
sudah melalui perantara.   
       Dalam peraturan-peraturan yang berlaku tentang pencabutan hak,  maka 
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untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk  kepentingan umum 
harus memenuhi beberapa syarat yaitu: pencabutan  hak hanya dapat dilakukan 
bilamana kepentingan umum benar-benar menghendakinya. Unsur kepentingan 
umum harus tegas yang menjadi  dasar dalam pencabutan hak ini.Termasuk 
dalam kepentingan umum ini  adalah kepentingan bersama dari rakyat, serta 
kepentingan untuk  pembangunan negara.   
Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang  menurut 
cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang  berlaku, 
yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai  ketentuan 
pelaksanaannya guna mengatur cara pencabutan hak atas tanah.  
        Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian  yang 
layak. Bilamana pencabutan hak atas tanah tersebut dilakukan tanpa  
mengindahkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh  pihak 
Pemerintah dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum.  Peraturan-
peraturan pencabutan hak sebenarnya mempunyai dua  fungsi, disatu pihak 
merupakan landasan hukum bagi pihak penguasa  untuk memperoleh tanah-
tanah milik rakyat yang diperlukan bagi  pembangunan untuk kepentingan 
umum, sedangkan dilain pihak dengan  adanya peraturan-peraturan tersebut 
merupakan suatu jaminan bagi warga  masyarakat mengenai hak-hak atas 
tanahnya dari tindakan sewenang wenang penguasa.   
         Prosedur pencabutan hak menurut Undang-Undang Nomor 20  Tahun 
1961, dapat dilakukan menurut dua cara yaitu:   
a. Pencabutan hak menurut acara biasa   
          Menurut acara biasa ini pihak yang meminta diadakannya  
pencabutan hak mengajukan permohonan pencabutan hak kepada  Presiden 
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melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan disertai:  rencana 
peruntukan dan alasan-alasan dilakukannya pencabutan hak  atas tanah 
tersebut, keterangan orang-orang yang akan dikenakan  pencabutan hak, 
serta letak tanah, jenis tanah, macamnya hak dan luas  tanah, juga benda-
benda yang ada di atasnya, rencana penampungan  orang-orang yang 
haknya akan dicabut (bilamana ada).  Setelah semua persyaratan diterima, 
Presiden memproses  permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Presiden  tentang pencabutan hak tersebut.Surat Keputusan 
tersebut diumumkan  dalam Berita Negara dan turunannya disampaikan 
kepada mereka  yang haknya dicabut.   
b. Pencabutan hak dalam keadaan mendesak   
         Dalam keadaan yang sangat mendesak yang merupakan  keadaan 
darurat dimana Pemerintah memerlukan tanah dengan  cepat/singkat 
sehingga diperlukan penanganan yang cepat, misalnya  terjadi wabah atau 
bencana alam yang perlu penampungan para  korbannya dengan segera. 
Ganti rugi dalam pencabutan hak besarnya tergantung pada  status haknya, 
apakah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai  atau hak-hak yang 
lain. Sehingga ganti rugi yang diberikan tidak sama  besarnya sesuia 
dengan status tanahnya.   
        Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang  
Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah dan Benda – Benda yang Ada di  
atasnya menyebutkan:  “Bilamana pemilik tidak bersedia menerima ganti 
rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka 
pemilik bisa melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi yang daerah 
kekuasaannya meliputi tempat letak tanah yang dicabut haknya. Untuk 
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menggelar acara peradilan tersebut,  maka harus disusun suatu acara khusus 
dengan Peraturan Pemerintah”.   
      Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur acara tersebut  
belum ada. Pengadilan Tinggi akan memutus perkara tersebut dalam tingkat 
pertama dan terakhir. Sengketa mengenai bentuk dan besarnya  ganti rugi 
dan sengketa-sengketa lainnya tidak menunda jalannya  pencabutan hak dan 
penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang  bersangkutan. Apabila sudah 
ada SK pencabutan haknya dan ganti ruginya  sudah disediakan, maka 
tanah dan benda obyek pencabutan hak sudah  dapat dikuasai tidak perlu 
menunggu diberikannya putusan oleh  Pengadilan yang bersangkutan. 
  
B. Tinjauan tentang Pembangunan  Jalan Tol di Kabupaten Tegal 
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan 
jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol,  dan memiliki peran 
yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah.  Di samping itu, jalan tol 
merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang 
peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan Jalan Tol sendiri 
dimanksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan 
dalam pengembangan wilayah. Saat ini Indonesia sudah mengandalkan jalan tol 
sebagai jalur transportasi antar daerah. Sayangnya pembangunan jalan tol di 
Indonesia terbilang lambat dibandingkan dengan negera-negara tetangga. Hal 
tersebut dapat dikaitkan dengan pembebasan tanah disejumlah daerah untuk 
pembangunan infrastruktur jalan tol selalu tersendat. Dan salah satu penyebab 
terjadinya hal tersebut adalah kurang kooperatifnya Pemerintah Daerah (Pemda) 
setempat.   
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Pembangunan jalan tol di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun baru 
mencapai 660 km.
29
 Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi jalan 
tol, Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan tol yang 
menjadi dasar pengembangan jaringan jalan tol dan sebagai acuan bagi investor 
dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan 
aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa 
dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan jalan tol. Dan 
pada akhirnya jalan tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta 
meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi 
dalam proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi yang akan menghubungkan 
wilayah Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. 
Dalam usaha pembangunan jalan tol ini tidak terlepas dari unsur pendanaan. 
Dalam hal pendanaan ini, pihak pemenang tender yang dimenangkan oleh PT. X 
tentu akan membutuhkan sejumlah dana yang tentunya dalam jumlah yang cukup 
besar. Untuk itu PT.X akan memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk 
membiayai proyek jalan tol ini dikarenakan hal tersebut. Bantuan dana yang 
diperlukan pada akhirnya harus diberikan dari beberapa sumber dikarenakan 
adanya benturan dari peraturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit 
(BMPK). Oleh karenanya, selain pihak Pemerintah, pihak lain yang juga ikut 
terlibat dalam proyek pembangunan ruas jalan tol ini adalah lembaga perbankan. 
Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran yang besar 
dalam pembangunan.  
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 Prospek Pembangunan Jalan Tol di Indonesia”, <http://www.kimpraswil.go.id/index.asp? 
link=Humas/news2003/ppw300605ig.htm>,30 Juni 2005. 
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Seperti Bank Mandiri Tbk. dan Bank Central Asia yang berpartisipasi 
dengan memberikan kredit senilai Rp.1,461 triliun kepada PT. X untuk 
membiayai pembangunan proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago). Kredit yang 
diberikan oleh kedua Bank tersebut dinamakan Kredit Sindikasi. Adapun yang 
dimaksud dengan kredit sindikasi (syndicated loan) adalah dana yang diberikan 
secara bersama-sama oleh beberapa bank berdasarkan satu perjanjian kredit saja, 
adalah pada saat yang sama diberikan juga oleh masing-masing bank tersebut.
30
 
Kredit yang diberikan secara sindikasi dapat berupa kredit investasi ataupun kredit 
modal kerja. Selain disebabkan oleh adanya peraturan mengenai BMPK tersebut, 
kredit sindikasi ini dipilih untuk membiayai pembangunan jalan tol yang tentunya 
akan membutuhkan biaya yang sangat besar, karena mengingat bahwa kredit 
dalam jumlah besar yang diberikan tersebut akan mengandung resiko yang sangat 
besar pula. Oleh sebab itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya 
tahannya bank wajib menyebarkan resiko. Penyebaran resiko atau Spread of The 
Risk tersebut dapat disebarkan secara proporsional kepada bank-bank yang turut 
serta dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.  
Setelah keperluan dana pembangunan proyek tersebut terpenuhi, kebutuhan 
lain untuk merealisasikan rencana pembangunan ini PT.X memerlukan tanah yang 
akan dibangun sebagai lokasi dari proyek tersebut. Untuk memenuhi 
kebutuhannya akan tanah yang akan dibangun proyek tersebut, PT.X harus 
melakukan prosesi pengadaan tanah baik melalui pelepasan atau penyerahan hak 
ataupun melalui pencabutan hak. Dimana sebelumnya PT.X harus melakukan 
musyawarah dengan masyarakat setempat untuk membebaskan tanah hak tersebut. 
Dalam keperluannya ini, maka PT.X tentu memerlukan dana guna memperoleh 
                                                          
30
 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi, cet.2,Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,2008,hlm.4-5. 
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tanah tersebut sebagai wujud ganti kerugian yang harus diberikan oleh PT.X 
kepada pemegang atau pemilik hak atas tanah tersebut. Hal inilah yang dimaksud 
dengan proses pengadaan tanah.  
Dalam melakukan proses pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan 
kepentingan umum telah diberlakukan beberapa ketentuan sehingga proses 
tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya 
prosedur pengadaan tanah yang dimaksud telah diatur pelaksanaannya dalam 
Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA). Dan di dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 sendiri diatur mengenai 
berbagai alasan yang dapat mendasari hapusnya suatu hak atas tanah. Namun, 
dengan segala peraturan yang ada tak menutup kemungkinan akan timbulnya 
berbagai kendala ditengah proses pengadaan tanah walaupun telah disebutkan 
bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan 
memberikan ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur oleh 
Undang-Undang. Akan tetapi dari sekian banyaknya masalah tanah yang terjadi, 
yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah masalah pembebasan tanah 
khususnya untuk kepentingan pembangunan yang masalahnya berkisar pada 
masalah ketidaksepakatan antara para pihak dalam menentukan besarnya ganti 
rugi tanah yang dibebaskan.
31
 Pembebasan tanah ini dilakukan oleh para pihak 
melalui cara musyawarah hingga mencapai kata sepakat dari semua pihak. 
Mengenai jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh Panitia tidak mengikat, 
dalam arti tidak wajib diterima oleh pemilik tanah maupun pihak yang 
memerlukan tanah. Mereka berhak untuk menolak. Dan jika ditolak maka Panitia 
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 Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu 
Kumpulan Karangan), Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 96. 
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wajib menyampaikan persoalannya kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk 
mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Dan apabila keputusan 
Gubernur tersebut tetap ditolak, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan. 
Sebaiknya dicari tanah lain, namun apabila semua syarat-syaratnya telah dipenuhi 
oleh pihak yang memerlukan tanah maka dapat ditempuh upaya pencabutan hak. 
Peran pengadaan tanah dalam kasus ini terbilang sangat penting mengingat 
pendanaan pembangunan proyek jalan tol ini diberikan melalui kredit sindikasi 
dengan kurun waktu dan sejumlah bunga tertentu yang harus segera dibayarkan 
sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati oleh para 
pihak. Namun akan timbul suatu permasalahan jika proses pembebasan tanah 
tidak berjalan dengan lancar, yang kemudian akan menunda proses konstruksi 
sehingga berdampak kepada perjanjian kredit sindikasi yang telah berjalan. 
Sehingga, seharusnya proses pengadaan tanah dan pemberian kredit dapat berjalan 
seiring sejalan. Hal ini diharapkan agar pembangunan dapat berjalan dengan 
lancar dan tidak mengakibatkan wanprestasi oleh debitur yang dapat merugikan 
para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama ini.   
Jalan Tol Pejagan–Pemalang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 
57,5 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, 
Jawa Tengah. Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan yang 
menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes.  
Pengoperasian Ruas Jalan Tol tersebut adalah Jalur Seksi 1 dan 2 (Ruas 
Pejagan–Brebes Timur/Brexit). Sementara seksi 3 dan 4 (Ruas Brebes 
Timur/Brexit–Sewaka, Pemalang). Proyek pembangunan tol ini dimulai dengan 
ground breaking. Konstruksi jalan tol akan menggunakan rigid pavement atau 
perkerasan kaku dengan empat jalur pada tahap awal dan enam jalur pada bagian 
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akhirnya. Total investasi pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 4,8 triliun.  Biaya 
ini akan dipenuhi oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road (dimiliki oleh anak usaha 
Waskita Karya) sebagai badan usaha jalan tol dengan didukung pinjaman dari 
Bank Exim Indonesia. Pengoperasian Jalan Tol Pejagan–Pemalang Seksi Satu 
(Pejagan - Brebes Barat) dan Seksi Dua (Brebes Barat - Brebes Timur) secara 
resmi dan operasional. Untuk Jalan Tol Pejagan–Pemalang Seksi Tiga (Brebes 
Timur - Tegal Timur) dan Seksi Empat (Tegal Timur - Sewaka) telah selesai 
dikerjakan pada bulan  November 2018. Tol ini terbagi menjadi 4 seksi: 
1. Seksi I (Pejagan - Brebes Barat) panjang 14,20 km (beroperasi 16 Juni 2016) 
2. Seksi II (Brebes Barat - Brebes Timur) panjang 6,00 km (beroperasi 16 Juni 
2016) 
3. Seksi III (Brebes Timur - Tegal Timur) (beroperasi 9 November 2018) panjang 
10,40 km 
4. Seksi IV (Tegal Timur - Sewaka) (beroperasi 9 November 2018) panjang 
26,90 km 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Tegal 
a. Keadaan Geografis 
      Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah dengan ibukota Kabupaten di Slawi. Letak geografisnya 
adalah: Dari 108º 57’ 6” sampai dengan 109º 21’ 30” Bujur Timur, dan Dari 
060º 50’ 41” sampai dengan 070º 15’ 30” Lintang Selatan Terletak di pesisir 
utara bagian barat Provinsi Jawa Tengah dalam posisi strategis pada jalur 
perkembangan Semarang-Tegal-Cirebon serta jalur perkembangan 
Semarang-Tegal-Purwokerto-Cilacap dan perairan pantai utara Laut Jawa 
dengan fasilitas Pelabuhan Tegal di Kota Tegal. Adapun batas-batas wilayah 
Kabupaten Tegal adalah: 
1) Sebelah Utara : Kota  egal dan Laut Jawa  
2) Sebelah Timur Kabupaten Pemalang 
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas  
4) Sebelah Barat : Kabupaten Brebes 
        Luas wilayah Kabupaten Tegal secara keseluruhan 87.879 Ha, 
memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa, dan 
6 kelurahan Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) 
kategori daerah antara lain: 
41 
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1) Daerah pantai: daerah ini meliputi wilayah Kecamatan Kramat, 
Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja. 
2) Daerah dataran rendah: daerah ini meliputi wilayah Kecamatan 
Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, Kecamatan 
Tarub, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan 
Slawi, Kecamatan Lebaksiu dan sebagian wilayah Kecamatan Suradadi, 
Kecamatan Warureja, Kedungbanteng, dan  Kecamatan Pangkah. 
3) Daerah dataran tinggi: daerah ini meliputi Kecamatan Jatinegara, 
Kecamatan Margasari, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa, 
Kecamatan Bojong dan sebagian Kecamatan Pangkah, dan Kecamatan 
Kedungbanteng. 
b. Luas Wilayah Kabupaten Tegal 
        Luas wilayah Kabupaten Tegal ± 98.672.1500 Ha, terdiri dari Tanah 
Perkampungan (pekarangan) 13.291,53 Ha; Sawah 1 x padi 19.840,06 Ha; 
Sawah 2 x padi 22.053,30 Ha; Sawah Tadah Hujan 2.988,51 Ha; Tegalan 
13.287,55 Ha; Kebun Campuran 553,05 Ha; Hutan Lindung 2.306,04 Ha; 
Hutan Sejenis 21.601,14 Ha; Tambak 592,28 Ha; Waduk 564,98 Ha; Sungai 
511,08 Ha; dan lainnya 165,90 Ha. 
c. Kondisi Masyarakat 
       Masyarakat di Kabupaten Tegal mayoritas bermata pencaharian sebagai 
petani, baik sebagai petani pemilik maupun sebagai petani penggarap atau 
buruh tani, sedang sebagian lagi bekerja di sektor lain seperti pedagang, 
buruh bangunan, buruh industri, tukang kayu, dan karyawan. Di Kabupaten 
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Tegal, banyak penduduk usia produktif yang bekerja ke luar kota atau 
merantau ke kota-kota besar di Indonesia, bekerja sebagai buruh bangunan, 
tukang kayu dan pekerjaan lainnya yang dibutuhkan di kota-kota besar 
tersebut. Di samping itu ada sebagian warga Kabupaten Tegal yang 
berusaha di sektor perdagangan, usaha yang sangat terkenal adalah 
pedagang “Warteg” atau Warung Tegal. 
2. Pembangunan Jalan Tol di Wilayah Kabupaten Tegal 
         
Gambar 1 
Proses Pembangunan Jalan Tol di wilayah Kabupaten Tegal, 2015-2017 
         Proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 
III (Brebes Timur-Tegal) dimulai sejak tahun 2014. Pelaksana proyek 
pengerjaan konstruksi selesai pada 2017 agar bisa digunakan untuk arus mudik 
Lebaran.  Pimpinan Proyek PT Pejagan-Pemalang Toll Road (PPTR) Mulya 
Setiawan mengatakan pengerjaan konstruksi Tol Pejagan-Pemalang seksi III 
masih menunggu proses pembebasan lahan yang saat ini masih berjalan. Masih 
sedikitnya lahan yang dibebaskan karena sebagian besar berupa tempat tinggal. 
Hal ini berbeda dengan lahan yang harus dibebaskan di seksi IV yang meliputi 
wilayah Tegal-Pemalang. “Kalau seksi IV pembebasan lahan sudah 60% 
karena sebagian besar lahannya adalah sawah-sawah. Pengerjaan konstruksinya 
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sudah mulai dilakukan”.32  Meski pembebasan lahan masih tersendat, target 
penyelesaian pengerjaan ruas jalan tol seksi III dan IV pada 2017 tercapai. 
Termasuk target Pemerintah Provinsi Jateng agar pembebasan lahan rampung 
pada Agustus 2017.  
        Di wilayah Kabupaten Tegal, tanah milik warga yang akan dilalui jalan tol 
berada di wilayah Kecamatan Talang, Adiwerna dan Kecamatan Tarub, dengan 
nama-nama desa Pasangan Langgen, Penarukan dan desa Ujungrusi,  termasuk 
desa Jatirawa dan Karangmangu. Tanah-tanah milik warga di Desa Jatirawa 
yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Namun masih banyak 
tanah persawahan yang terkena jalur tol namun belum bersertifikat,  karena 
masih berupa akta, letter C, serta tanah waris. “Luas totalnya sekitar 12.444 
meter persegi. Jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,50 pengerjaan ruas 
Pejagan-Brebes Timur (seksi I dan II) sepanjang sekitar 20 kilometer. 
Tabel 1 
Pembayaran Uang Ganti Kerugian di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal 
 
No Nama Desa Jumlah Bidang Luas Tanah Pembayaran Tanah, 
1 Desa Pasangan 12 bidang 22.723 m² Rp. 6.298.606.893 
2 Desa Langgen 16 bidang 1.986 m² Rp. 2.289.921.381 
3 Desa Penarukan 22 bidang 7.247 m² Rp. 1.898.559.007 
4 Desa Ujungrusi 2 bidang 2.009 m² Rp. 1.694.695.471 
Total UGK (Uang Ganti Kerugian) Rp. 12.181.782.752 
  Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 2019 
 
 
                                                          
            32 Mulya Setiawan, Pimpinan Proyek PT Pejagan-Pemalang Toll Road (PPTR), wawancara  
Proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III (Brebes Timur-Tegal), 
Desember 2018. 
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B. Pembahasan 
1. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka Pemba-
ngunan  Jalan Tol di Kabupaten Tegal. 
a. Sebagai Instansi yang Berkaitan Langsung dengan Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah. 
           Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di 
Kabupaten Tegal merujuk pada peraturan yang berlaku yaitu Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Secara khusus, Badan 
Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berkaitan langsung dengan 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengeluarkan 
peraturan pelaksana berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 
         Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh kepala kantor 
wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua pelaksana pengadaan 
tanah. Kemudian kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat 
menugaskan kepala kantor pertanahan sebagai ketua pelaksana pengadaan 
tanah berdasar ketentuan dari Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 
2012. Tujuan ditunjuknya kepala kantor pertanahan sebagai ketua pelaksana 
merupakan suatu bentuk percepatan pelayanan pengadaan tanah untuk 
pembangunan.   
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1) Ketua Pelaksana  Pengadaan Tanah 
      Dengan menugaskan kepala kantor pertanahan maka akan 
mempercepat proses pelaksanaan pengadaan tanah sehingga instansi 
yang ada di daerah dalam melaksanakan pengadaan tanah tidak perlu 
jauh-jauh dan berlama-lama untuk mengurus kegiatan tersebut ke 
Pemerintah Pusat. Asas keadilan dan asas kemanfaatan akan dapat 
dicapai dikarenakan kepala kantor pertanahan yang paling mengerti dan 
paham akan kondisi pertanahan yang ada di daerahnya masing-masing 
sehingga diharapkan keadilan bagi para pihak baik instansi yang 
memerlukan tanah, maupun pihak yang mempunyai obyek tanah tersebut 
serta kemanfaatan yang adil bagi semua pihak. Apabila pengadaan tanah 
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maka 
susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah yaitu: 
a) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua 
b) Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat 
setingkat Eselon III sebagai Anggota 
c) Kepala Kantor Pertanahan setempat sebagai Anggota 
d) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah 
setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat 
setingkat Eselon III sebagai Anggota 
e) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah 
setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat 
setingkat Eselon III sebagai Anggota  
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f) Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai 
Anggota 
g) Lurah/Kepala Desa sebagai Anggota 
h) Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau pejabat setingkat 
Eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota 
2) Susunan keangotaan pelaksana pengadaan tanah apabila dilaksanakan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan: 
a) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua 
b) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat 
setingkat Eselon IV sebagai Anggota 
c) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah 
setingkat Eselon IV sebagai Anggota 
d) Camat setempat sebagai Anggota 
e) Lurah/Kepala Desa setempat sebagai Anggota 
f) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang 
ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota 
b. Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Wilayah 
Kabupaten Tegal 
Tabel 3.1 
Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah 
 
No Nama Pelaksana Tugas Pangkat/ 
Golongan 
Jabatan Struktural Jabatan Pelaks 
Pengad. Tanah 
Ketr 
1 Drs. Herry Sudiartono, 
M.Eng.Sc. 
Pembina Tk. 
I (IV/b) 
Kepala Kantor 
Pertanahan Kab.Tegal 
Ketua  
2 Sutarna, S.E., M.Si. Pembina 
(IV/a) 
Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah 
Anggota  
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3 Eko Tristanto By, S.H. Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Subseksi Pengaturan 
Tanah Pemerintah 
Anggota  
4 Drs. Dadang D, MM - Kepala Bagian Pemerintahan 
(Sekretariat Daerah Kab.Tegal) 
Anggota  
5 Kosim, S.H. - Kasubag Keagrariaan 
(Sekretariat Daerah Kab.Tegal) 
Anggota  
6 Elliya Hidayah, S.IP. - Camat Dukuhturi Anggota  
7 Moh. Soleh, S.H.,M.Si. - Camat Adiwerna Anggota  
8 Imam Maskur, M.Si. - Camat Talang Anggota  
9 Munawar, S.Sos. - Camat Tarub Anggota  
10 Saidno AP MSI. - Camat Pangkah Anggota  
11 Drs. Tri Guntoro, SH.M.M. - Camat Suradadi Anggota  
12 Drs. Moh. Domiri - Camat Warureja Anggota  
13 Untung Basuki - Kades Sidakaton Anggota  
14 Akhmad Sochidi - Kades Kupu Anggota  
15 Drs. Akhmad Junaedi - PJ. Kades 
Ketanggungan 
Anggota  
16 Dirto - Kades Bersole Anggota  
17 Nur Slamet, DM - Kades Gumelar Anggota  
18 H. Takmid - Kades Lumingser Anggota  
19 Sahirin - Kades Kedungsukun Anggota  
20 Djaenal Arifin, S.T. - Kades Penarukan Anggota  
21 Abdul Afif, S.E. - Kades Kaliwadas Anggota  
22 Setia Pamuji - Kades Pagedangan Anggota  
23 Muchammad Fauzi, S.E. - Kades Ujungrusi Anggota  
24 Chumaedi, S.IP. - PJ. Kades Adiwerna Anggota  
25 M. Ali Murtadlo - Kades Kalimati Anggota  
26 Suherdi, S.Pd. SD - Kades Pekiringan Anggota  
27 Amad Soleh - Kades Pegirikan Anggota  
28 Nurohman - Kades Gembongkulon Anggota  
29 Sulukhi - Kades Pasangan Anggota  
30 Rochim - Kades Langgen Anggota  
31 Waluyo Soekardjo, BA - Kades Lebeteng Anggota  
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32 Aedi Suhito - Kades Karangjati Anggota  
33 Rokhidin - Kades Bulakwaru Anggota  
34 Agung Pudjiarti, S.Pd. Sd. - PJ. Kades Jatirawa Anggota  
35 Rustono - Kades Karangmangu Anggota  
36 Nurgiyanto - Kades Dermasandi Anggota  
37 Ratib - Kades Pecabean Anggota  
38 Jeni - Kades Gembongdadi Anggota  
39 Samsul Falah - Kades Karangwuluh Anggota  
40 Rachmat - Kades Karangmulya Anggota  
41 Waji - Kades Harjasari Anggota  
42 Sukasno - Kades Kertasari Anggota  
43 Bebas Raharjo - Kades Sigentong Anggota  
44 Mugiarsih - Kades Kedungjati Anggota  
45 Mashuri - Kades Kendayakan Anggota  
          Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 2019 
 
c. Panitia Pengadaan Tanah atau yang biasa disingkat PPT Mempunyai 
Tugas yaitu: 
1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman 
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas 
tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. 
2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atas 
tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang 
mendukungnya Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas 
tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. 
3) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas 
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut. 
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4) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan 
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. 
5) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang 
ada di atas tanah. 
6) Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
        Dari beberapa tugas panitia pengadaan tanah yang disebutkan, maka 
tugas-tugas tersebut terbagi lagi sesuai dengan pembagiannya, yaitu satuan 
tugas A dengan tugas melakukan identifikasi data fisik dan satuan tugas B 
dengan tugas melakukan identifikasi data yuridis. Selanjutnya akan 
dijelaskan fungsi masing-masing satuan tugas tersebut. 
d. Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah 
Satuan tugas disini bertugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi 
yang terbagi lagi sesuai tugas dan kewenangannya yaitu: 
1) Satuan Tugas A (Data Fisik) 
Bertugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik dengan 
spesifik penguasaan tanah, kepemilikan tanah, dan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Satuan tugas A terdiri dari 1 (satu) orang ketua  dan 
paling kurang 2 (dua) orang anggota. Ketua serta anggota terdiri dari 
pegawai Badan Pertanahan Nasional yang berkompeten di bidang survei, 
pengukuran dan pemetaan, dan ditetapkan dengan keputusan ketua 
pelaksana pengadaan tanah. 
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Satuan tugas A melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang 
per bidang tanah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang 
meliputi: 
a) Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah. 
b) Pengukuran bidang per bidang. 
c) Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling. 
d) Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah. 
Selanjutnya hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah 
dituangkan dalam peta bidang tanah. Sesuai dengan Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nomor: 1/SE- 
300/I/2016, pembuatan peta bidang tanah adalah sebagai berikut: 
a) Peta bidang tanah dibuat berdasar Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 
hasil dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi 
serta bidang per bidang tanah. 
b) Peta bidang tanah ditandatangani oleh ketua satuan tugas A memuat 
rincian catatan keliling dan bidang per bidang tanah. 
c) Peta bidang tanah beserta daftar nominatif pihak yang berhak dan 
daftar objek pengadaan tanah hasil pelaksanaan pekerjaan satuan 
tugas B digunakan untuk pengumuman dan digunakan dalam proses 
penentuan nilai ganti kerugian. 
d) Namun apabila terdapat keberatan terhadap hasil pengukuran dan 
pemetaan sehingga memerlukan adanya perbaikan peta bidang tanah 
maka verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan dilaksanakan paling 
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lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan 
keberatan atas hasil inventarisasi. 
e) Peta bidang tanah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani 
atau disahkan oleh ketua satuan tugas A. 
f) Untuk menghindari pembayaran ganda oleh instansi yang 
memerlukan tanah, maka dalam permohonan hak atas tanah oleh 
instansi yang memerlukan tanah menggunakan peta bidang tanah 
yang telah diumumkan dan selesai pemberian ganti kerugiannya 
berdasar pada keliling penetapan lokasi digabung dengan bagian sisa 
di luar penetapan lokasi yang diganti kerugian tanpa perlu dilakukan 
pengukuran lagi. 
2) Satuan Tugas B (Data Yuridis) 
Satuan tugas B bertugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi 
atas data pihak yang berhak atas tanah dan objek pengadaan tanah. Satuan 
tugas B terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang 
anggota. Ketua dan anggota satuan tugas B terdiri dari pegawai Badan 
Pertanahan Nasional yang berkompeten di bidang pertanahan, hukum, 
manajemen dan pemetaan, ditetapkan dengan keputusan ketua pelaksana 
pengadaan tanah. 
Tugas satuan tugas B dilaksanakan melalui pengumpulan data paling 
sedikit terdiri dari: 
a) Nama, pekerjaan, dan alamat pemilik tanah. 
b) Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas diri lainnya pemilik 
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tanah. 
c) Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, 
dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah 
d)  Letak tanah, luas tanah dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). 
e) Status tanah dan dokumennya. 
f) Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
g) Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda 
lain yang berkaitan dengan tanah. 
h) Pembebanan hak atas tanah. 
i) Ruang atas dan ruang bawah tanah. 
Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh masing-masing ketua 
satuan tugas A dan ketua satuan tugas B kepada ketua pelaksana 
pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. 
Setelah satuan tugas A dan satuan tugas B sudah melaksanakan tugasnya 
dan diserahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah, kemudian hasil 
dari inventarisasi dan identifikasi tersebut akan diumumkan di Kantor 
Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam 
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. 
        Apabila setelah diumumkannya terdapat pihak pemilik tanah yang 
keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, maka pihak tersebut 
dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah 
dalam tenggang waktu pengumuman 14 (empat belas) hari terhitung saat 
diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi. Namun apabila dirasa 
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pemilik tanah tidak mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi dan 
identifikasi, selanjutnya dilakukan 3 (tiga) tahapan kegiatan penting 
yaitu: (1) Penilaian tanah, (2) Ganti kerugian, dan (3) Kegiatan pelepasan 
hak. 
         Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  Dengan berlakunya 
Perpres No.36/2005 maka ada sedikit  perbedaan dalam tata cara pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum,  meskipun pada dasarnya sama dengan 
Keppres No.55/1993. Menurut  Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 36/2005 
menyatakan bahwa:   Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara : 
1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau  
2) Pencabutan hak atas tanah.                                                            
Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa :  “Pengadaan tanah selain bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau 
cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan”.  
         Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres 
No.36/2005 bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dilakukan  
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau  Pencabutan hak 
atas tanah. Sedangkan pengadaan tanah selain untuk  kepentingan umum 
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yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah  Daerah, dalam hal ini 
dilaksanakan oleh pihak swasta maka dilaksanakan  dengan jual-beli, tukar-
menukar, atau cara lain yang disepakati secara  sukarela oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan.  
          Peraturan Presiden Nomor 65/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Presiden Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  Menurut menurut Pasal 2 ayat 
(1) Perpres Nomor 36/2005 tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa:   Pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dilaksanakan dengan cara :  
1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau  
2) Pencabutan hak atas tanah.  
Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa :  “Pengadaan tanah selain bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau 
cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan”.  
        Dengan berlakunya Perpres No.65/2006 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka ada sedikit  
perbedaan dalam tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum,  
meskipun pada dasarnya sama dengan Perpres No.36/2005.   Dalam 
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perubahan tersebut dinyatakan bahwa tata cara  pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum sebagaimana diatur dalam  Pasal 2 Perpres No.65/2006, 
yaitu :  
1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;  
2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan 
dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati 
secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres  No.65/2006 
bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan  umum yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dilakukan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, tidak dengan pencabutan hak 
atas tanah.  Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur  
atau memperbolehkan tata cara pencabutan hak atas tanah untuk  
memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinagn 
umum. Sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam hal ini  
dilaksnakan oleh pihak swasta maka dilaksanakan dengan jual-beli, tukar 
menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak  
yang bersangkutan. 
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d. Acara Memperoleh Tanah Untuk Pembangunan  
1) Permohonan  
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  
umum melalui cara permohonan dan pemberian hak atas tanah negara  
dilakukan apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah negara.  Secara 
umum tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Tanah  Negara dan Tanah 
Hak. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang dikuasai  oleh negara, yang 
bukan tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah Hak 
Pengelolaan, bukan tanah-tanah Hak Ulayat, bukan tanah Kaum dan 
bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan. Tanah-tanah ini tanah-tanah  
yang benar-benar langsung dikuasai oleh Negara.
33
 Pemberian hak atas 
tanah adalah pemberian hak atas tanah yang  dikuasai langsung oleh 
negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau 
suatu badan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 5  Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3                                                           
Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan  
keputusan pemberian hak atas tanah negara, pemberian hak atas tanah 
adalah  penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah 
negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.   
        Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah Negara  
diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon yang dalam hal ini adalah  
Pemerintah Kota yang memerlukan tanah. Peraturan Menteri Negara 
                                                          
33
 Boedi Harsono, Op. Cit, 1999. Hal. 263 
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Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian 
dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan menentukan 
bahwa :  “Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan atas tanah 
negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala 
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya melikputi letak tanah yang 
bersangkutan”.     
         Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai  
pemohon,  keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
data fisik serta  keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah 
bidang, luas dan status  tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon 
termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang 
dianggap perlu.  Permohonan hak tersebut diajukan kepada Menteri 
Negara Agraria  melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya 
meliputi letak tanah  yang bersangkutan. Setelah berkas permohonan 
diterima, Kepala Kantor Pertanahan maka :   
(1)  Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.  
(2)  Mencatat dalam formulir isian.  
(3)  Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian  
(4) Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan 
rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan  
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telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor 
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, 
untuk diterbitkan sertifikat hak  atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas 
tanah tersebut.   
2) Pemindahan Hak Atas Tanah  
Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan  hak-
hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain.  
Pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, hibah, 
tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan lain sebagainya.  Cara 
memperoleh tanah dengan pemindahan hak, ditempuh bila yang 
membutuhkan tanah memenuhi syarat pemegang hak atas tanah apabila :  
a) tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;  
b) pihak yang memerlukan tanah dapat memiliki hak yang sudah ada;  
c) pemilik bersedia melespakan haknya.  
Dengan demikian dapat disimpulkan, yaitu apabila tanah yang tersedia  
adalah tanah hak lainnya yang berstatus HM, HGU, HGB, dan Hak Pakai 
maka  dapat digunakan cara perolehan tanahnya melalui pemindahan hak 
misalnya  dalam bentuk jual beli tanah, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan, dan lain sebagainya.  
 3) Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak dan Pembebasan Tanah  
Pelepasan hak adalah perbuatan hukum melepaskan hubungan hukum  
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antara pemegang hak atas tanah dengan tanah dan benda-benda yang  
terdapat di atasnya dengan memberikan ganti kerugian dasar 
musyawarah, sehingga tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara 
dan kemudian diberikan hak baru sesuai kepada pihak yang memerlukan 
tanah. Sedangkan Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan 
hukum yang semula diantara pemegang hak/menguasai tanah dengan 
cara memberikan ganti rugi. Kedua perbuatan hukum di atas mempunyai 
pengertian yang sama, perbedaannya pembebasan hak atas tanah adalah 
dilihat dari yang membutuhkan tanah, biasanya dilakukan untuk areal 
tanah yang luas, sedangkan pelepasan hak atas tanah dilihat dari yang 
memiliki tanah, dimana melepaskan haknya kepada Negara untuk 
kepentingan pihak lain.  Pengadaan tanah melalui cara pelepasan atau 
penyerahan hak  dilakukan apabila:  
a) tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;  
b) pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak sudah ada;  
c) pemilik bersedia melepaskan haknya.  
Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada  Negara. 
Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. 
 4) Pencabutan Hak  
Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguan Untuk  
Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :
34
 ”Pengadaan tanah adalah 
                                                          
34
 Hadi Setia Tunggal, Loc. Cit. 
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setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti 
kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan 
pencabutan hak”.  Pengadaan tanah bagi pembanguan untuk kepentingan 
umum melalui cara pencabutan hak dilakukan apabila:  
a) tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;  
b) pemilik tidak bersedia melepaskan haknya;                                                       
c) tanah tersebut diperlukan untuk lokasi pembangunan provek yang 
bersifat strategis dan lokasinya tidak memungkinkan untuk 
dipindahkan ke lokasi lain.  
Namun demikian dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 65  
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum, maka tidak digunakan lagi tata cara pencabutan hak  
atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres No.65/2006, yaitu :  
a) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 
b) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang 
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres  
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No.65/2006 bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan  
umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, tidak  
dengan pencabutan hak atas tanah.   
     e. Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  
Secara garis besar pengadaan tanah bagi pelaksanaan  pembangunan untuk 
kepentingan umum dapat dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
35
                                                            
1) Persiapan  
a) Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah  
Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 
Kota/ Kota. Bagi daerah yang belum mempunyai RUTRW, pengadaan 
tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau Kota  
yang telah ada.   Penetapan lokasi pengadaan tanah ini dituangkan 
dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditandatangani 
oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilavah DKI Jakarta.   
b) Membentuk Panitia Pengadaan Tanah  
Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 36/2005 menyatakan bahwa pengadaan  
tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kota/kota dilakukan 
dengan  bantuan panitia pengadaan tanah Kota/kota yang dibentuk 
oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa 
susunan panitia pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat daerah 
terkait.  Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dengan Perpres No. 
                                                          
35
 Sarjita, Op. Cit.  Hal.46-52 
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65/2006  tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36/2005 yang  
dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (5) yaitu susunan panitia pengadaan  
tanah terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan Badan Pertanahan  
Nasional. Dengan demikian pembentukan Panitia Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                        
(PPT) merupakan tahapan awal dalam pengadaan tanah untuk  
pembanguna bagi kepentingan umum. 
  2) Pelaksanaan  
    a)  Penyuluhan  
Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) bersama 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah melakukan penyuluhan 
dengan cara memberikan informasi secara dua arah dengan 
masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, dengan dipandu oleh:  
(1) Ketua Panitia  Pengadaan Tanah (PPT) dan Wakil Ketua PPT dan 
dihadiri oleh anggota Panitia  Pengadaan Tanah (PPT) dan 
Pimpinan lnstansi Pemerintah yang memerlukan tanah  
(2) Inventarisasi  
Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh Panitia  Pengadaan 
Tanah (PPT) bersama instansi  pemerintah yang memerlukan 
tanah dan instansi terkait. Inventarisasi  meliputi objek tanah yang 
terkana pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-atas tananya, 
subyek atau pemegang hak  atas tanah dan penguasaan tanah serta 
pengunaannya, termasuk  bangunan, tanaman serta benda-benda 
lain yang terkait dengan tanah yang akan terkena pembangunan.  
 
 
64 
 
b) Pengumuman  
      Pengumuman hasil inventarisasi diperlukan untuk 
memberitahukan dan  memberi kesempatan kepada masyarakat yang 
tanahnya terkena  kegiatan pembangunan untuk mengajukan keberatan 
atas hasil inventarisasi. Pengumuman dilampiri dengan Peta dan daftar 
yang  menguraikan mengenai Subjek (nama pemegang/ pemilik 
tanah), luas, status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan, 
jumlah dan jenis  tanaman, bendabenda lainnya. Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP), Nomor  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
bidang tanah serta  keterangan keterangan lainya dan ditandatangani 
oleh Panitia  Pengadaan Tanah (PPT) serta  diumumkan di Kantor 
Pertanahan Kota/Kota, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/desa 
setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. Jika  ada keberatan 
yang diajukan oleh masyarakat dalam tenggang ditetapkan dan oleh 
Panitia  Pengadaan Tanah (PPT) dianggap cukup beralasan, Pihak 
PPT mengadakan perubahan, sebagaimana mestinya. 
c) Musyawarah Mengenai Bentuk Besarnya Ganti Kerugian  
Musyawarah mengenai bentuk dan besarnva ganti kerugian. Dalam  
Musyawarah ini yang dinginkan adalah titik temu keinginan antara  
pemilik tanah dengan pihak yang instansi pemerintah yang  
memerlukan tanah, untuk selanjutnva memperoleh, kesepakatan  
mengenai bentuk dan besarnva ganti kerugian.  Hasil musyawarah ini 
(diumumkan) dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani 
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oleh masyarakat yang tananya terkena pembangunan dan instansi 
Pemerintah yang memerlukan tanah. Kemudian untuk kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dituangkan dalam Surat 
Keputusan Panitia  Pengadaan Tanah (PPT) yang ditandatangani oleh 
Ketua PPT. Jika kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti 
kerugian tidak tercapai, maka PPT menetapkan bentuk dan besamya 
ganti kerugian dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan 
Notulen Rapat Musyawarah. Bentuk ganti kerugian dapat berupa: 1) 
Uang; 2) Tanah Pengganti; 3) Pemukiman Kembali atau bentuk lain 
yang telah disetujui kedua belah pihak yang bersangkutan. Khusus 
untuk tanah wakaf peribadatan lainnya, maka bentuk ganti kerugian 
berupa tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan diserahkan 
kepada Nadzir yang bersangkutan.   
       Penaksiran Nilai Tanah: ditentukan berdasarkan hak dan status  
penguasaan tanah yang terkena pembangunan, sedangkan nilai  
bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya ditentukan oleh Instansi  
Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang terkait.  
d) Penyusunan daftar nominatif dan pelaksanaan pembayarannya.   
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diserahkan secara langsung  
kepada vang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia  Pengadaan 
Tanah (PPT) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
anggota Panitia  Pengadaan Tanah (PPT).  
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e)  Pelepasan Hak Atas Tanah  
Pelepasan hak atas tanahnya pelaksanaan pemberian ganti kerugian  
dan pelepasan hak dan penyerahan tanah dilakukan secara  bersamaan. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh  Pemegang/Pemilik 
tanah dilakukan di hadapan anggota PPT dengan mertyerahkan asli 
tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) atau bukti kepemilikan / 
perolehan tanah lainya. Surat Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah 
ditandatangani oleh Pemegang hak atas tanah /pemilik tanah dan 
Kepala Kantor / Dinas / Badan Pertanahan Kota/Kota dengan 
disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota panitia, sedangkan untuk 
pelepasan / penyerahan tanah yang  belum terdaftar disaksikan oleh 
Camat dan Lurah / Kepala desa setempat.   
f) Biaya PPT:  
          Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Panitia  Pengadaan 
Tanah (PPT) ditanggung oleh Instansi yang memerlukan tanah, 
besarnva tidak lebih dari 4 % dari jumlah nilai ganti kerugian dengan 
perincian sebesar 1% untuk Honoraium PPT, I % untuk Biaya 
Administrasi PPT, dan 2% untuk Biaya Operasional PPT dengan 
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor SE.132/A/63, tanggal 29 Oktober 2012. 
3) Pelaporan  
Setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai, Bupati/Walikota atau  
Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Cq. 
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Kantor Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Pertanahan 
Nasional Provinsi setempat. 
2. Kendala-Kendala Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Dalam 
Rangka Pembangunan  Jalan Tol  
        Di Wilayah Kabupaten Tegal terdapat  Pembangunan Jalan Tol Pejagan – 
Pemalang merupakan rangkaian ruas Jalan Tol Trans Jawa yang 
menghubungkan 2 (dua) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya. 
Ruas jalan tol di Kabupaten Tegal melanjutkan ruas Jalan Tol Pejagan (Brebes) 
dilanjutkan ke Kabupaten Pemalang, yang melewati wilayah Kabupaten Tegal 
tepatnya di wilayah Kecamatan Adiwerna.   
         Peningkatan penggunaan tanah unuk keperluan berbagai macam 
pembangunan semakin meningkat, sedangkan tanah negara yang tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat terbatas sekali atau tidak ada lagi. 
Oleh karena itu harus dilakukan pengadaan tanah dengan cara mengambil tanah 
rakyat dengan mekanisme ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara 
yang diatur dengan undang-undang.  
         Pembangunan untuk kepentingan umum untuk meningkatkan daya saing 
dan kesejahteraan masyarakat, yang dalam prosesnya membutuhkan 
pengadaan tanah.  Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan tanah 
sendiri masih terdapat beberapa kendala dari instansi pemerintah maupun dari 
masyarakat, serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi: 
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a. Kendala Masyarakat 
Kendala yang sering terjadi yaitu kendala dari masyarakat yang 
tanahnya terkena wilayah untuk pengadaan tanah. Berikut ini merupakan 
kendala dari masyarakat berupa: 
1) Kurangnya kesadaran pihak yang memiliki tanah tentang betapa 
pentingnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 
pribadi. 
2) Masyarakat terlalu menuntut harga yang lebih tinggi dari nilai yang 
sudah ditetapkan oleh Tim Appraisal atau Tim Independen yang diatur 
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum yang mana tim tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dan 
sudah mendapat lisensi dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian 
ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Kementerian Keuangan. 
3) Terjadinya proses waris mewaris tanah, yang mana dalam hal ini proses 
waris mewaris tanah tidak langsung dibalik nama oleh sang ahli waris. 
Sehingga antara dokumen legal atau sertifikat yang ada dengan realita 
kepemilikan tanah berbeda. Hal ini perlu penelusuran ulang oleh panitia 
pengadaan tanah untuk memastikan siapa pihak yang berhak atas tanah 
tersebut. Hal ini terjadi karena kurang tahunya masyarakat (ahli waris) 
akan hal tersebut, sang ahli waris hanya berpikir yang terpenting mereka 
memiliki bukti sertifikat sebagai bukti atas kepemilikan tanahnya, tanpa 
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memikirkan lebih jauh akibat hukum yang timbul dari tidak 
dilakukannya balik nama tersebut. 
4) Penguasaan kepemilikan tanah, masyarakat hanya sebatas mengakui 
tetapi memiliki hambatan atau kesulitan ketika dimintai bukti 
penguasaan atau kepemilikan tanah yang diluar sertifikat. 
5) Mengingat masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Tegal yang 
mayoritas masyarakat masih masyarakat agraris yang menggantungkan 
segala kehidupan dengan tanah, ketika bidang tanah mereka khususnya 
yang berupa sawah diperlukan untuk pembangunan jalan tol. Dan 
masyarakat keberatan karena untuk mencari tanah pengganti disamping 
kesulitan kedua karena harganya jauh lebih mahal. 
b. Kendala Penegakan Hukum 
         Dalam kendala ini yang harus dibenahi yaitu mengenai regulasi atau 
peraturan mengenai persetujuan menyangkut tanah wakaf yang terkena 
proyek pembangunan untuk jalan tol. Dalam pengurusan tanah wakaf yang 
mencakup perijinan dan persetujuan seharusnya tidak perlu pengurusannya 
sampai dengan Kementerian Agama, cukup kepada Kepala Kantor Wilayah 
setempat atau dengan Kepala Kantor Pemerintah setempat, sehingga proses 
pengurusan baik itu kepada kegiatan pengadaan tanah maupun kepada 
pihak yang memiliki tanah wakaf tersebut tidak memerlukan waktu yang 
panjang dan lama sehingga bisa menghemat waktu yang ada. Kemudian 
harus diimplementasikan law enforcement atau penegakan hukum, apabila 
terdapat oknum yang memanfaatkan situasi terkait dengan pengadaan tanah 
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dalam arti mencari keuntungan, harus dilakukan tindakan hukum secara 
tegas. Para oknum membuat spekulasi yaitu dengan memburu, 
mempermainkan harga, sehingga harga tanah terkadang bergerak tidak 
wajar. Namun apabila para oknum yang tidak bertanggung jawab ini 
melakukan tindak pidana berupa membuat spekulasi- spekulasi mengenai 
harga tanah maka negara atau pemerintah melalui instansi terkait 
berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan 
hukum kepada para spekulan tanah. Hukuman tersebut bisa berupa hukuman 
pidana atau perdata serta kerugian materiil karena menghambat program 
pemerintah. 
c. Kendala Sarana Prasarana 
        Dalam hal sarana prasarana relatif tidak ada kendala dikarenakan telah 
tersedianya sarana prasarana yang diperlukan oleh pemerintah atau negara 
dalam keadaan lengkap dan baik. Dalam hal ini instansi yang berwenang 
menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengadaan tanah yaitu 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 
pengadaan tanah tersebut baik berupa fasilitas mobilisasi alat transportasi 
ataupun berbagai keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan. 
d. Kendala Anggaran 
Dalam hal anggaran cenderung tidak ditemukan kendala-kendala atau 
permasalahan yang ada karena negara melalui Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) telah menganggarkan biaya untuk pengadaan tanah.  
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         Kendala-kendala tersebut secara keseluruhan disebabkan karena 
kurangnya masyarakat dalam memahami mekanisme dan prinsip-prinsip 
pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Kurangnya 
pemahaman tersebut menyebabkan tidak berjalannya mekanisme pengadaan 
tanah yang sebenarnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang 
pengadaan tanah. 
3. Upaya Mengatasi Kendala Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
dalam rangka Pembangunan  Jalan Tol 
Dari beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan tanah 
tersebut, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol antara lain: 
a. Adanya peran aktif dari instansi yang memerlukan tanah dan panitia 
pengadaan tanah melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik hak atas 
tanah mengenai harga ganti rugi. Sehingga dengan dilakukannya 
musyawarah mufakat tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kendala 
yang ada, terutama mengenai ganti rugi. 
b. Panitia pengadaan tanah mengupayakan dengan melakukan mediasi atau 
pendekatan secara persuasif kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah, 
yang bersikeras tidak mau melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya. 
c. Perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi yang intensif kepada masyarakat 
mengenai betapa pentingnya jalan tol atau jalan bebas hambatan untuk 
kemajuan pembangunan daerah termasuk meningkatkan ekonomi 
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masyarakat. Sehigga masyarakat memahami dan mengerti bahwa tanah 
mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan umum. 
d. Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengerti dan 
paham akan bukti kepemilikan tanah untuk segera mengajukan sertifikat 
atas tanah melalui program pemerintah yang disebut Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) atau Proyek Operasi Nasional Agraria 
(PRONA) sehingga mendapat bukti hak atas tanah yang sah. Disamping 
juga pengurusan surat-surat tanah yang lain yang belum memiliki suratnya 
sehingga memudahkan panitia pengadaan tanah untuk melakukan pendataan 
mengenai bidang tanah dan pendataan mengenai surat-surat tanah dan untuk 
menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanahnya, antara objek 
dengan subjeknya sehingga tepat sasaran. 
e. Konsep yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman dan sekaligus 
dijadikan panduan untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Menujuk pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Peran Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  jalan 
tol di Kabupaten Tegal antara lain sebagai (a) instansi yang berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan pengadaan tanah. (b) Panitia  Pengadaan Tanah atau yang 
biasa disingkat PPT, (c) satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah. Sebagai 
instansi yang terlibat langsung dengan masalah pengadaan tanah sekaligus 
sebagai ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan dalam praktik 
pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 
71 Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah untuk kepentingan 
umum diselenggarakan melalui tahapan   perencanaan,  persiapan, pelaksanaan 
dan  penyerahan hasil. 
2. Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan  
jalan tol di Kabupaten Tegal antara lain dari aspek (a) dari masyarakat, (b) 
anggaran, (c) penegakan hukum dan (d) sarana-prasaran. Masyarakat selalu 
menuntut ganti rugi yang lebih tinggi, anggaran pengganti untuk masyarakat 
yang terkena ruas jalan tol terkesan lambat dengan persyaratan yang rumit. 
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B. Saran 
1. Badan Pertanahan Kabupaten Tegal memiliki langkah yang baik dalam 
melaksanakan fungsinya sebagai badan yang membantu menyelesaikan 
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, namun terhadap tanah-tanah 
persawahan yang belum bersertifikan hendaknya di evaluasi dan ditindaklanjut 
dengan sosialisasi terhadap warga, khususnya yang belum memiliki sertifikat. 
2. Peraturan mengenai tata cara penyelesaian permasalahan pertanahan, termasuk 
masalah ganti rugi tanah telah mampu dilaksanakan oleh aparat BPN, 
namunmasih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan 
penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang penting mengenai 
keberadaan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non departemen yang 
membantu menyelesaikan sengketa tanah, serta juga melakukan sosialisasi 
mengenai peraturan-peraturan penting yang menyangkut masalah pertanahan 
sehingga meminimlisir permasalahan yang muncul.  
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Lampiran 1 
 
Tabel 1 
Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah 
 
No Nama Pelaksana Tugas Pangkat/ 
Golongan 
Jabatan Struktural Jabatan Pelaks 
Pengad. Tanah 
Ketr 
1 Drs. Herry Sudiartono, 
M.Eng.Sc. 
Pembina Tk. 
I (IV/b) 
Kepala Kantor 
Pertanahan Kab.Tegal 
Ketua  
2 Sutarna, S.E., M.Si. Pembina 
(IV/a) 
Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah 
Anggota  
3 Eko Tristanto By, S.H. Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Subseksi Pengaturan 
Tanah Pemerintah 
Anggota  
4 Drs. Dadang D, MM - Kepala Bagian Pemerintahan 
(Sekretariat Daerah Kab.Tegal) 
Anggota  
5 Kosim, S.H. - Kasubag Keagrariaan 
(Sekretariat Daerah Kab.Tegal) 
Anggota  
6 Elliya Hidayah, S.IP. - Camat Dukuhturi Anggota  
7 Moh. Soleh, S.H.,M.Si. - Camat Adiwerna Anggota  
8 Imam Maskur, M.Si. - Camat Talang Anggota  
9 Munawar, S.Sos. - Camat Tarub Anggota  
10 Saidno AP MSI. - Camat Pangkah Anggota  
11 Drs. Tri Guntoro, SH.M.M. - Camat Suradadi Anggota  
12 Drs. Moh. Domiri - Camat Warureja Anggota  
13 Untung Basuki - Kades Sidakaton Anggota  
14 Akhmad Sochidi - Kades Kupu Anggota  
15 Drs. Akhmad Junaedi - PJ. Kades 
Ketanggungan 
Anggota  
16 Dirto - Kades Bersole Anggota  
17 Nur Slamet, DM - Kades Gumelar Anggota  
18 H. Takmid - Kades Lumingser Anggota  
19 Sahirin - Kades Kedungsukun Anggota  
20 Djaenal Arifin, S.T. - Kades Penarukan Anggota  
21 Abdul Afif, S.E. - Kades Kaliwadas Anggota  
22 Setia Pamuji - Kades Pagedangan Anggota  
23 Muchammad Fauzi, S.E. - Kades Ujungrusi Anggota  
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24 Chumaedi, S.IP. - PJ. Kades Adiwerna Anggota  
25 M. Ali Murtadlo - Kades Kalimati Anggota  
26 Suherdi, S.Pd. SD - Kades Pekiringan Anggota  
27 Amad Soleh - Kades Pegirikan Anggota  
28 Nurohman - Kades Gembongkulon Anggota  
29 Sulukhi - Kades Pasangan Anggota  
30 Rochim - Kades Langgen Anggota  
31 Waluyo Soekardjo, BA - Kades Lebeteng Anggota  
32 Aedi Suhito - Kades Karangjati Anggota  
33 Rokhidin - Kades Bulakwaru Anggota  
34 Agung Pudjiarti, S.Pd. Sd. - PJ. Kades Jatirawa Anggota  
35 Rustono - Kades Karangmangu Anggota  
36 Nurgiyanto - Kades Dermasandi Anggota  
37 Ratib - Kades Pecabean Anggota  
38 Jeni - Kades Gembongdadi Anggota  
39 Samsul Falah - Kades Karangwuluh Anggota  
40 Rachmat - Kades Karangmulya Anggota  
41 Waji - Kades Harjasari Anggota  
42 Sukasno - Kades Kertasari Anggota  
43 Bebas Raharjo - Kades Sigentong Anggota  
44 Mugiarsih - Kades Kedungjati Anggota  
45 Mashuri - Kades Kendayakan Anggota  
          Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal  2019 
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Tabel 2 
Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah 
 
No Nama Pengkat/ Golongan Jabatan 
Struktural 
Jabatan Pelaks 
Pengad. Tanah 
1 Nurul Hidayah, S.H., M.M. 
NIP. 19630816 198303 2 002 
Penata Tk. I 
(III/d) 
KaUr Umum  
& Kepegawaian 
Sekretaris 
2 Yuli Susanti, S.SiT  
NIP. 19740701 199403 2 003 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Ka Ur Perenc. dan 
Keuangan 
Anggota 
3 Puji Gunawan, S.H. NIP. 
19881229 201101 1 003 
Penata 
Muda Tk. I (III/b) 
Analisis 
Permasalahan 
Pertanahan 
Anggota 
4 Ida Yuliawati, Amd. NIP. 
19870710 201101 2 007 
Pengatur (II/C) Pengolah Aset 
Barang Milik 
Negara 
Anggota 
           Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal  2019 
 
Tabel 3 
Susunan Petugas pada Satuan Tugas A Pengadaan Tanah 
 
No Nama Petugas Pangkat/ 
Golongan 
Jabatan 
Struktural/ 
Jabatan 
Fungsional 
Jabatan 
pada 
Satgas A 
Keterangan 
1 Irfa Al Marotib, S.T. NIP. 
19690505 199603 1 003 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Seksi 
Infrastruktur 
Pertanahan 
Ketua Pembagian 
tugas diatur 
oleh Ketua 
2 Ir. Zaenuri 
NIP. 19631012 199203 
1 005 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Subseksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 
Kadastral 
Anggota  
3 Purwanto 
NIP. 19600917 198203 
1 007 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) 
Pengumpul Data 
Survey, Pengukuran, 
dan Pemetaan 
Anggota  
4 Sunaryo 
NIP. 19680326 199201 
1 002 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) 
Pengumpul Data 
Survey, Pengukuran, 
dan Pemetaan 
Anggota  
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 2019 
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Tabel 4. 
Susunan Petugas pada Satuan Tugas B Pengadaan Tanah 
No Nama Petugas Pangkat/ 
Golongan 
Jabatan 
Struktural/ 
Jabatan 
Fungsional 
Jabatan 
pada 
Satgas B 
Keterangan 
1 Makmuri, S.SiT NIP. 
19681201  989031002 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Subseksi 
Penetapan Hak 
Tanah 
Ketua Desa Pekiringan, 
Desa Pegirikan, 
dan Desa Langgen 
2 Moh. Fahmi Aras, A.Ptnh, 
S.H., M.H. NIP. 19680630 
198903 1 001 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Subseksi 
Pemanfaatan Tanah 
Pemerintah dan 
Penilaian Tanah 
Anggota Desa Gembong 
Kulon dan Desa 
Pasangan 
Kec.Talang 
3 Ujang Supardi NIP. 
19620803 1989031 05 
Penata 
Muda Tk. I 
(III/b) 
Analisis Penggu-
naan dan Pemanfa-
atan Tanah 
Anggota Desa Kalimati 
Kec.Adiwerna 
4 Casmito 
NIP. 19600217 198603 1 007 
Penata 
Muda Tk. I 
(III/b) 
Pengadministrasi 
Umum 
Anggota Desa Penarukan 
Kec.Adiwerna 
dan Desa 
Karangmangu 
Kec.Tarub 
5 Darwin 
NIP. 19650910 199203 1 006 
Penata 
Muda Tk. I 
(III/b) 
Staf Teknis 
Penaksiran 
Harga 
Bangunan, 
UPTD DPU 
Kec.Dukuhturi 
Anggota Desa Kalimati dan 
Penarukan 
Kec.Adiwerna, 
Desa 
Karangmangu 
Kec.Tarub 
6 Tarmudi 
NIP. 19720503 200701 1 014 
Pengatur 
Muda Tk. I 
(II/b) 
Staf Teknis 
Bidang Bina 
Program DPU 
Kab.Tegal 
Anggota Desa Langgen, 
Pasangan, 
Gembongkulon, 
Pekiringan, 
Pegirikan 
Kec.Talang 
7 Suprapto Edy Santosa, 
S.PM.P 
NIP.19600122 198202 1 002 
Pembina 
(IV/a) 
Kepala Seksi 
Agribisnis 
Kehutanan 
Anggota Desa Kalimati dan 
Penarukan Kec. 
Adiwerna, Desa 
Karangmangu 
Kec.Tarub 
8 Jarodin, S.PKP 
NIP.19630508 
987091003 
Penata Tk. I 
(III/d) 
Kepala Seksi 
Perencanaan dan 
Penyusunan 
Program 
Anggota Desa Langgen, 
Pasangan, 
Gembongkulon, 
Pekiringan, 
Pegirikan Talang 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 2019 
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